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ABSTRAK

Bank Pembangunan Duerah { BPD 3 teedapat di daersh tingkat 1 bank ini
didirikan berdsarkan Undang-Undang Neol3 Tahunl 962 tentang Kelentuan-
ketentuan Pokok Bank Pembangunan Dacrah, Pasal 4 UU Naegl3 Tabun 1962
menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah didifkan dengan maksud uniuk
menyedinkan pemblavaan bagr pelaksanaon usaha-usaba pembangunan nasional. Dari
Pasal tersebut diketahui Bank Pembangunan Daerah menyandang suatu misi khusos
yaitu ikut berpartisipasi secara penuh dalam berbagai usaha pembangunan dacrah
terutamy sckalt melalul penyvediaon bagi usaha-usaba pembangunan Sedangkan
dalam Pasal 2 avat 2 Peraturan Dacrah Propios: Doersh Tingkat | Sumatern Barat
Men 1S Tahun 1992 mengatakan Bank Pembanpgonan Daerab adalab badan hukum
ving berbentuk Perusabaan Dacrah yvang melakukan tupas dan usaha berdasarkan
peraturim daerah ni dan peraturan perundang-undanpan vang  berlake, Dengan
dikeluarkannva Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Perubaban Bentuk Hukum BPD
sSumbar Dari Perusahaan Dacrah Menjadi Perseroan Terbatas membawa konsekuensi
varidis terhadap Bank Pembangunan Daerah it sendiri,

Permasalaban utama vang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah
bagaimimakab kedudukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat sebagai Pemnilik Saham
Mavortas Pada Bank FPembangunan Daeroh Sumatera Barat serla apa vang menjadi
hak dan kewajiban pemilik saham berkaitan dengan bentuk hukum Bank Magar
sebagat Perseroan Terbatas. Kendala vang dibadapi oleh Pemerintah Daverah schagai
pemeping saham berkaitan dengan kewenangannya terhadap Dank Magari sebagai
Perseroan Terbatas.

Penelitian int bersifat  deskriptif’ dengan menggunakan metode  vuridis
sosiologis, vaite suaty metede pendekatan masalab dengan melihat bagaimana
ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksansaroya Jf dalam
masvarikat. Analisa dilakukan secors koalitadf vaitn vroian ferhadap data yang
terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku, pendapal para abli. dan kesimpulan dari hasil
vang didapatkan,

Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  diketahui bahwa  pemerintab  doersh
Sumatra barat sebagai pemilik saham mayoritas pada PT. Bank Pembanpunan Dacrah
Sumatera Parat mempunyal kedodukan vang sama dengan pemilik sabam vang
lainnya. Perubahan bentuk bukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan
Daerah  menjadi Perseroan Terbatas  memberikan dampak  positif  terhadap
perkembangan Bank Pembangunan Daerab. Akan tetapi perubahan bentuk bukum
Juza menimbulkan dampak neganif,



BAB I
PFENDAHULUAN
A, Latar Belakany Masalah

Pembangunan nasional vang dilaksanakan secarn berkesinambunpan
bertgjuan untuk mewanudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dusar Negara Republik - Indonesia Tahun 1945,
Pelaksanaan pembangunan ind hares memperhatikan keserasion. keselarasan, dam
keseimbangan berbapai unsur pembangunan, termasok & bidang ekonomi dan
kouanazan.

Perkembangan perckonomian pasional vang berperak copat memiliki
tantangan vang  semakin kempleks, oleh karena it diperlokan berbagai
penyesuaian kebijakan di bidang ekomomi, schingga mampu memperbaiki dan
memperkokoh perekonomian pasional. Perbankan mempakan salah satu sektor
dary kegintan perekonomian yang menjadi pusat kegiatan  sistem kewangan sctiap
negara. Bank merupakan salab satu lembaga kevangan vang menjadi tempat bagi
perusahazn, badan-badan pemerintah dan swasta. magpun perorangan menvimpan
cana-dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagal jasa lainova, Bank
membiayal  kebutuhan  pembiayaan serta meloncarkan mekanisme  sistem
pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank memiliki peranan vang sangat besar dalam menunjang pembanpunan
chonoma selama i, dalam tujuannya bank menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangks menmpekatkan pemerataan pembangunan, pertumbahan

ckonomi, dan stabilitas nasional ke srah peningkatan  kescjahteraan  rakyvat



hanyak.'! Dilibat dari jenjsnva bank dibagi atas, bank umum dan bank perkreditan
rukyat.” Bank umum merupakan bank vang dalam pengumpalan dananya
menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usahanva
terutama memberikan kredit jangka pendek,” berdasarkan Fasal 21 avat ( | )
Undang-Undang Mo, 7 Tabun 1992 entang Perbankan, Bentuk hukem dasi bank
urmn dibedakan atas ¢

frerusahaan Perseroon

Perusahaan Decrah

koperast

Perseroan Terhalas

bt d =

Bank Pembangunan Daerah (BPDY adalah Salah satn bentuk lembaga
perbankan yang berbentuk  perusahoan daerah. Bank Pembangunon Dacrah
didirikan dengan tujuan antak membanto mendorong pertumbuban perekonamiam
dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber
pendapatan daerab dalam rangks meningkatkan tamal hidup rakyar” Bank
Pembangunan Daerah didirikan oleh setiap propinsi melalui peraturan daershnya
masing-masing yang mengacu pada tala cura pendirian lembaga perbankan
berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perbankan, serta menjadi
sumber pendapatan daerah yang dijalankan secara profesional,

Sebagan suatu badan wsaha vang dibentuk oleh daerah, seluruh kepiatan
Bank Pembanguran Deersh  dijalankan dengan  wjuan untuk  mempercepat

terwijudnya masyvarakat adil dan makmur haros mampu berjalan optimal dalam

" Unidang-undang Momor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 4

* Loc. Cit. pasal 3

" Thomas Swvaino, Diuhaepah T Maraia, Ashar Abdullah, Johan Thomas Apenno, Tinon Yuuiani
Ananda, & H. AL Chalik, Kefeerbagaon Porboskor, Gramedia, Jakema, 1999, hal 17

* Peraturan Diacrah Propinsi Daerah Tingkat [ Sumaters Darat Momor 15 Tahun 1992 epang, Bank
Pembanzunan Dacersh Semaiera Barat, pasal &

I=a



menunjang pembangunan dacrah.” Oleh karena itu Bank Pembangunan Dacrah
harus mampu mendorong terlaksanokan pembanpunan dacrah dan rembanzunan
eckonomi nasional dalam rangka untuk memenuhi kebutahan ekonomi rakval
dengan mengulamakan indvstrialisasi perusahaan

Bank Pembangunan Dacrah merupakan salah satu alat kelengkapan
otonomi daerah di bidang kevangan/perbankan dan menjalankan usahanva sehagad
Bank umum schagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan vang
berlaku. Sebagai alat kelenghapan otonomi dacrah. BPD mempunyai tueas:

i Sebagal penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah;

b. Sebagai pemepane kas doersh dan melaksanakan penvimpanan usmg
dacrah, baik daerah Propinst. Kabupaten/Bota maupun Kecamatan dan
[esa:

¢, Sebagai salah satu sumber pendapatan:

d. Tkut melaksanakan dan menyvalurkan uang bantuan pemerintah pusat
dan pemeriotah daerah untuk pembangunan;

e. 1kt serta membina dan mengembangkan bank-bank perkreditan rakyat
vang dibina dan dimiliki oleh pemerintah daerah;

I Ikut serta mendorong dan membina dan menpembangkan ckonomi

peclesuan,
Untuk meningkatkan kinerga dan pelavanan kepada masyarakat serta
mampu sejajar dengan bank-bank [ain. khususnya dalam bidang permodalan,

Bank  Pembangunan  Daersh dapal mengikul  sertakan  peran swasta dan

masyarakat, Dengan adanva ketkutsertaan pihak swasta dan masvambkat ini. maka

"R T, Sutantya R Hadhikusuma & Semantoro, Peaeenian Pokok Huluer Persaham, Rajaweali
Pers, Jakara, 1995, hlm 113

* Peraturan Daerah Tingkat [ Sumatera Barat Momor 15 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangun
Daerah Sumatera Barat, pasal & avat (33
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perlu adanya penyesuaian bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah, supaya
jelas kedudukan hukumnya dan mampu meningkatkan pengelolaan manajemen
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku. D
dalam Pasal 2 Peraturan Menterr Datam Megeri No, 1 Tahun 1998 Tentang
Bentuk Hukem Bank Pembangunan Daerah berupa salah sato dari

[. Perusahasn Daerab ¢ PD O

I

Perseroan Terbmas ( PT )

Pemerintah daerah sebapat pemilik sabam mayoritas mempunyai hak
untuk mengatur secara penuh kegiatan pengelolaan Bank Pembangunan Davrah,
sebagal pemnilik ssham mayoritas pemerintah dacrah memiliki kewenangan vang
hesar dalam mengatue dan menjalankan serta mengeluarkan berbagai kebijakan
ving berkaitan dengan pengelolaan Bank Pembangunan Daerah,

Pemerintah  [Daerah  sebagai  pemilik  sabam navoritas pada Bank
Pembangunan  Deermbh memponyai kedudukan  vang  sangal penting  dalam
menjalankan dan mengawasi jalannya kepiatan pengelolann Bank Pembangzunan
Dracrah. Dengan demikian perlu diketahui apa yang menjadi hak den kewajiban
pemerintah daerah sebagai pemilik saham maveritas, Keluarnya Perateran [aerah
Sumatera Barat No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembangunan Deerah Sumatera Barat Dari Perusahaan Dacrah Menjadi Perseroan
Terbatas membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pengelolaon dan

pengawasan terhadap BPD, Perubaban ini akan berdampak terhadap hak dan

kewajtban para pemegang saham.



Beramak dari wacana yang penulis paparkan i stas. penublis mersa
lertartk untuk meneliti mengenai kedudukan pemerintab dacrab sebagai pemilik
saham  pada  Bank Pembangunan Daerah Sumatera  Barat maka  penulis
merumuskan judul * Kedudukan Pemerintah Dacrah Sumatera Barat Schagai
Pemegang Saham Mayoeritas Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Barat.™”

B. Perumusan Masalah
Derkaitan dengan latar belakang di atas, maka vang perlu dibahas dan
diteliti adalah sebaga berikut
L. Bagsimana keduwdukan Pemerintab Dacrah Sumalers Barae schagai pemilik
saham mayoritas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatery Barar 7
2. Komsckuensi Yuridis bagi Pemerintah Dacrah Sumatera Barst Sebagai
Pemegang Saham Mayoritas Pada Bank Pembangunan Daerab Dikaitkan
Drengan Bemuk Hukum Sebagai Perseroan Terbatas 7
C. Tujuan Penclitian

Layaknya suatu karva ilmial diperlukan penelitian yang lebibh mendasar
terhadap pokok permasalahan. Maka tujuan vang ingin dicapai penuliz dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut -

L. Mengetahur dan mempelajan kedodekan pemerintah daerah sebagal pemilik
saham mayoritas pada PT. Dank Pembangunan Daerab Sumatera Barat,

2. Mengetabui kendala apa saja vang akan dihadapi ofeh pemerioah daerah
berkaitan dengan bentuk hokum Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat sebapai Perseroan Terbatas!



BAB I
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Perkembangan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Pada awal dasawarsa enam puluban baik Pemerintah Dagrah maupun
lokoh-tokeh  penpusaba swasta, sama-sama  menyadar bahwa  unluk dapu
memacy  gerak pembangunan daerab lebih cepal lagi di Swnatern Barac
diperiukan suatu lembapa kevangan vang berbentuk bank vane secara khusus
membantu pemerintah datam melaksanakan pembangunan di daerab,

[ Jatar belakangt kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962
telah menghadap kepada MNotaris Hasan Qalbi di Padang, Pemeringgh Daerah
Prapinsi Daerab Sumaters Barat vang diwakili oleh Soelamat Dipowario dan
pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bunk
Pembangunan Daerah Sumaters Barat. Atas permintaan penghadap, Motaris
Hasan Qalbi membuat Akta No.9 tertanggal 12 Mares [962 sebapai duasar hukum
pendician Bank Pembongunan Daerah Sumatera Barat denpan nama “PT, Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat™. Pada tangpal 25 Aprl 1962 olel Wakil
Menleri pertama Bidang Kevangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaba 1°1
Bank Pembangunan Daerah Surmatera Barat melalui surat Kepurusan No BUM 9.
44411 sehingga mulailah 'T. Bank Pembangunan Drerah Sumatera Barat untuk
melakukan usaha dengan kedudukan i Padang.

Keluamya Unidang-Undang Noo13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962
yailu ftentang Ketentan-Ketentuan Pokek Bank Pembangunan Daerah. maka

dazar hukum pendiran Bank Pembangunan Daerah harus diganti vaitu dengan



BAB 1V

PENUTUP

A hesimpulan

I-d

Sebagal pemegang saham mayoritas pada PT. Bank Pembangunan Dacrah
Sumatera Barat Pemda mempunyai hak dan kewajiban, konsekuensi atas
perubahan benluk bukem BPDY Sumbar menjadi Persercan Terbatas
terhadap Pemda schagal pemepang saham mayoritas sedikic banyak
membawa perubahan terbadap bak dan kewajiban dan Pemda Sumatera
Barat itu sendin di mana Pemda tidak bisa lagi kot campur seeara penuh
terhadap BPD mulai dao penpelolaan hingpa penpgawasan. Pemila sebagai
pemegang saham mavoritas memiliki kedodukan yang sama di dalam
RLH'S terhadap pemegang sabam vang lainnya, D depan RUPS hak dan
kewajiban scilap pemegang sahan adalab sama

Akibar hukom yang Gmbul dalam proses perubaban bentuk hukom
Bank Nagari yaitu ferbhat pada aturan hukum yvang mengatue bank
tersechut i mana sewakin statusnya sebagal Perusahoan Daerah Bank
Magarli itu diatur ataw tunduk pada ketentvan hukum Tata Megam,
Sedangkan dengan statusnya sckarang sebagai Persercan Terbatas hukum
vang berlaku terhadap Bank Nagan vaitu semuoa ketentuan Hokom Perdata
ati Hukum Dagang serta peraturan perundang-undangae lainova vang

berbubungan dengan PT dan Operasional Bank Umuom.
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